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Abstrak
 

Kerjasama Operasi (KSO) merupakan suatu alternatif untuk mempercepat pembangunan telekomunikasi di

Indonesia dan transfer teknologi dari operator telekomunikasi kelas dunia. Sebagai mana Konsep BOT yang

memiliki beberapa keuntungan tertentu, terutama jika diterapkan dalam pembangunan proyek-proyek milik

umum. Keuntungan dari KSO di bidang telekomunikasi adalah sebagai alternatif jalan keluar bagi kesulitan

pendanaan proyek-proyek Telekomunikasi, dengan mengikutsertakan swasta sebagai penyandang dana,

tanpa pemerintah harus kehilangan hal miliknya atas proyek atau bangunan tersebut ataupun menanggung

banyak resiko, seperti umumnya dalam pembangunan proyek milik umum lainnya. Untuk itu maka

pemerintah (dalam hal ini TELKOM) akan memberikan ijin bagi pihak swasta untuk mendesain,

membiayai, membangun, mengoperasi kan dan sekaligus merawat bangunan proyek tersebut untuk jangka

waktu tertentu (Masa KSO). Hak untuk mendapatkan hasil dari pengoperasian tersebut, sebenarnya

merupakan imbalan yang diberikan kepada pihak swasta atas segala biaya dan tenaga yang dikeluarkannya

untuk membangun proyek. Penerapan sistem ini berbeda dalam tiap proyek, tergantung dari kebutuhannya

masing-masing. Perbedaan ini, walaupun tidak lepas dari ide dasar BOT, menyebabkan perbedaan pula

dalam perjanjian-perjanjian antara para pihak. Demikian juga halnya yang terjadi dalam penerapan

Perjanjian KSO pada proyek telekomunikasi. Disamping keuntungan yang didapat, ada beberapa hal yang

dapat menjadi suatu kerugian dalam penerapan sistem ini. Untuk itulah maka penerapan Perjanjian KSO

harus terencana dengan baik, terutama dalam segi pengaturan hukumnya, agar tidak menyulitkan atau

bahkan melemahkan posisi pemerintah baik dalam menghadapi reaksi masyarakat, terlebih dalam

menghadapi pihak swasta. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian Kepustakaan, dengan

sumber-sumber data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan

studi dokumen.
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